


17· 03- ;;lol( 

EKSTRADISI 
DALAM 

HUKUM INTERNASIONAL MODERN 

Jdtah/ewfl ,,,, ...................... . 

' l.™ \.l��R 
ar• ,,,,,,,,,,, ............. .......... . 



Naskah PENGKAJIAN MASALAH HUKUM PERKEMBANGAN 
EKSTRADISI ini merupakan hasil dari TIM PENGKAJIAN yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia Nomor: G-43. PR . 09. 03 Tahun 2004, Tanggal 21 
Januari 2004, yang terdiri dari: 

Ketua 
Sekretaris 
Ang go ta 

I Wayan Parthiana, S. H., M. H. 
Chairijah, S. H., M. H., Ph. D. 
Drs. Ansyaad M'bay, S. H.  
Drs. Susno Duadji, S.  H. 
Ramelan, S. H., M. H. 
Listiarini Wulandari, S. H., M. H. 
Suharyo, S. H. 
Ema Suantika, S. Sos. 

K e  tu a ,  

I Wayan Parthiana, S. H. , M. H. 





4 

KATALOG DALAM TERBITAN 

Parthiana, I Wayan 

Ekstradisi dalam Hukum lnternasional Modern I oleh 
I Wayan Parthiana. Cet. I. Bandung: Yrama Widya, 
2009. 

616 hal.; 15,5 x 24 cm 

ISBN 978-979-077-091-1 

1. Ekstradisi I. Judul 
345.052 

EKSTRADISI 

Dalam Hukum lnternasional Modern 

Oleh : I Wayan Parthiana 

Copyright© 2009 pada CV. YRAMA WIDYA 

Design Cover : Ade Mulyana 
Tata Letak : Udung 

Montase : Widya Studio 

Cetakan I : Desember 2009 

Diterbitkan Oleh : PENE RBIT YRAMA WIDYA 
JI. Permai 28 No. 97-100 

Margahayu Permai, Bandung (40218) 
Telp. (022) 5403518-5

°
403533 Fax. (022) 5403518 

ANGGOTA IKAPI 

e-mail:yramawidya@indo.net.id (Penjualan) 
e-mail:yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi) 

http://www.yrama-widya.co.id 

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfol!Jkopi sebagian 
atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya 

tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Yrama Widya 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya ucapkan ke hadapan Tuhan Yang Maha 
Esa atas berhasilnya saya m enyelesailr n n  penyusunan buku ini 

walaupun clalam jangka waktu yang relatif lama. 

Dewasa m1 pranata hukum ckstraclisi m engalami 

perkem bangan yang sangat pesat, terutama karena timbulnya 
pelbagai m acam kejahatan atau tindak pidana lintas batas negara 
yang semakin c anggih. Dem ikian pula pengaturan pranata hukum 
ekstradisi tidak lagi terbatas pada perjanjian-perjanjian ekstradisi 
tetapi juga di dalam perjanjian-perjanjian yang secara khusus 
mengatur tentang kejahatan internasional dan di dalamnya 
pranata hukum ekstradisi ini diintegrasikan di dalam nya. Lebih
lebih lagi dengan diperkenalkannya Model Treaty on Extradition 
oleh Majclis Umum PBB yang dapat dikatakan sebagai perpaduan 
antara usaha pengkodifikasian dan pengembangan progresif 
pranata hukum ekstradisi yang oleh negara-negara kini dijadikan 
sebagai suatu m odel yang diikuti dalam pembuatan perjanjian

perjanjian ekstradisi baik bilateral ataupun multilateral. 

Oleh karena itulah buku ini disusun sesuai dengan 
perkembangan dari pranata hukum ekstradisi itu sendiri dan 
tentu saja diproyeksikan bahwa buku ini diharapkan dapat 
mengantisipasi terus perkembangan tersebut. Sejauhmana 
kem ampuan isi buku ini m engantisipasinya, waktulah yang akan 
menentukannya. Jika m isalnya, dalam jangka waktu yang singkat 
ke depan terjadi perkembangan pranata hukum ekstradisi yang 
sangat pesat sehingga buku ini dalam jangka waktu singkat sudah 
ketinggalan jaman, maka tidak ada jalan lain selain dari m erombak 
secara total substansinya, bahkan m ungkin harus disusun lagi 
buku yang baru tentang ekstradisi ini. 

Dalam penyusunan buku ini, saya ticlak banyak m engguna
kan literatur berupa buku-buku teks tentang ekstradisi atau yang 
isinya m engandung pembahasan tentang ekstradisi sebab pada 
hakekatnya pembahasannya relatif tidaklah jauh berbeda antara 
yang satu dengan lainnya. Yang l ebih banyak saya gunakan adalah 
berita-berita dalam surat kabar a tau m ajalah yang berkaitan dengan 

ekstradisi yang dapat dikatakan sebagai m ateri-materi yang sangat 
aktual. ltupun hanya sebagai contoh kasus untuk m enunjukkan 
adanya perkembangan m utakhir dari pranata hukum ekstradisi 
ini. Itulah sebabnya, dalam Daftar Bacaan sebagaim ana lazimnya 
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clicantumkan di dalam bagian paling akhir dari suatu buku, para 
pcmbaca hanya dapat menjumpai beberapa buku saja dan itupun 
buku-buku lama yang sudah sering saya gunakan sebelumnya 
dalam pembahasan tentang substansi ekstradisi. 

Namun demikian, buku ini masih jauh dari sempurna. Disana
sini masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik substansinya 
maupun penulisannya masih belum sepenuhnya mengikuti 
penulisan bahasa yang baik dan benar. Semua ini adalah 
mernpakan tanggung jawab saya. Oleh karena itu, setiap kritik 
ataupun koreksi dari siapa dan d.ari manapun, akan saya tcrima 
dcngan senang hati. 

Sebagai akhir kata, saya persembahkan buku ini ke had.apan 
para pembaca, semoga d.apat memberikan manfaat dalam 
mempelajari dan medalami pranata hukum ekstradisi ini. Kepada 
Penerbit Y ram a Widya, Bandung, say a mengucapkan banyak 
terima kasih atas kesecliaannya menerbitkan buku ini 

Penulis, 

I Wayan Parthiana 
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PENDAHULUAN 

Ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah cukup tua 

uinurnya, kini tidak perlu diragukan lagi keberadaannya baik 
sebagai bagian dari hukum internasional pada umumnya ataupun 
sebagai bagian dari hukum pidana internasional pada khususnya, 
bahkan juga sebagai bagian dari hukum nasional negara-negara. 
Sebagai bagian dari hukum internasional, ekstradisi tampak dalam 

bentuk perjanjian- perjanjian internasional bilateral ataupun 

multilateral-regional sedangkan sebagai bagian dari hukum 
nasional ekstradisi tampak dalam bentuk peraturan pcrundang
undangan nasional negara-negara tentang ekstradisi. 

Sudah tentu pula substansi antara pranata hukum ckstradisi 
yang terdapat di dalam perjanjian-perjanjian internasional antara 
satu dengan lainnya pada satu pihak dan demikian juga antara 
substansi pranata hukum ekstradisi dalam hukum nasional 
negara-negara pada lain pihak, mengandung kesamaan-kesamaan. 
Kcsamaan-kesamaan substansi tersebutlah yang menjadikan 
pranata hukum ekstradisi berlaku umum dan oleh karena itu 
diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. 

Memang tidak semua kaidah hukum tentang ekstradisi itu 
sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, terutama 
kaidah-kaidah hukumnya yang baru pada tahap pertumbuhan 
dan perkembangan, yang mcnurut Pasal 13 ayat 1 butir a Piagam 
PBB, tergolong ke dalam kaidah-kaidah hukum internasional 
yang berkcmbang secara progresif (progressive deuelopnient of 

inlematiorwl law). Namun demikian, mungkin saja kaidah-kaidah 
hukum teniang ekstradisi yang kini masih dipandang belum atau 
bukan sebagai hukum kebiasaan internasional, pada suatu waktu 
akan diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. 
Ilal ini adalah suatu yang wajar saja dalam proses perkembangan 
hukum pada umumnya, hukum internasional pada khususnya. 

Meskipun pranata hukum ekstradisi ini cukup ideal karena 
dipcngaruhi oleh nilai-nilai hak asasi manusia, namun pada lain 
pihak justru menjadi sangat ketat dalam pengimplementasiannya, 
mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para 
pihak yang tcrlibat dalam suatu kasus ckstradisi. Oleh karena itu, 
dalam beberapa kasus, negara-negara justru mencari terobosan 
lain di luar pranata hukum ekstradisi dalam usahanya untuk �cngadili a tau menghukum seorang pelaku kejahatan yang berada 
di wilayah ncgara lain, baik yang legal maupun ilegal. Meskipun 
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demikian, hal ini tidaklah menggeser kedudukan dan peranan 
ekstradisi sebagai paranata hukum yang sudah mapan. 

Sebagai buktinya, negara-negara sejak dahulu hingga kini, dan 
tampaknya demikian juga pada masa-masa yang akan datang, 
masih tetap bersemangat dalam membuat perjanjian-perjanjian 
ckstradisi bail< bilateral maupun multil ateral-regional. Kini di 
seluruh kawasan di dunia ini terdapat banyak sekali perjanjian
perjanjian ekstradisi. Tentu saja pada masa yang akan datang 
akan lebih banyak lagi. 

Meskipun sebagai istilah, hampir sebagian besar para ahli pada 
umumnya, para ahli hukum pada kh ususnya, telah mengetahui dan 
pernah mendengarnya, namun apa dan bagaimana pranata h ukum 
ekstradisi itu secara lebih mendalam, masih belum banyak ahli 
hukum yang memahaminya. Oleh karena itu, buku ini bermaksud 
memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang 
ckstradisi tersebut. 

Supaya setiap orang yang berminat memiliki wawasan historis 
tentang ekstradisi itu sendiri, maka buku ini diawali dengan 
pembahasan tentang awal mula atau sejarah dan perkembangan 
dari pranata h ukum ekstradisi itu sendiri. Dilanjutkan dengan 
pemaparan tentang sisi kuat atau positif dan sisi lemah atau 
negatifnya dan atas dasar itu pula dapat diketahui mengapa 
pranata hukum ekstradisi ini dipilih oleh banyak negara sebagai 
sarana untuk bekerjasama dalam pencegahan dan pcmberantasan 
kejahatan lintas batas negara. Kemudian dipaparkan tentang 
definisi dan unsur-unsur dari ekstradisi itu dan bentuk-bentuk 
pengaturan tentang ekstradisi. Semua ini dipaparkan dalam Bab 
I yang mengantarkan para pembaca ke dalam pemahaman yang 
lebih komprehensif ten tang ekstradisi. 

Dalam Bab II dipaparkan ten tang dimensi-dimensi internasional 
dan nasional atau domestik dari ekstradisi dengan maksud untuk 
menunjukkan, bahwa pranata hukum ekstradisi tidak semata
mata internasional sebagaimana lebih banyak dipahami orang. 
Dal.am ruang lingkup h ukum nasional negara-negarapun ekstradisi 
diatur di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun 
demikian, substansi dari pranata h ukum ekstradisi pada tataran 
internasional dan nasional pada hakekatnya mengandung 
kesamaan, baik asas-asas maupun kaidah-kaidah hukumnya. 
Ini menunjukkan, bahwa pranata hukum ekstradisi baik berupa 
kaidah hukum maupun pengimplementasiannya, baik pada 
tataran internasional maupun nasional, haruslah menunjukkan 
keselarasan karena saling terkait antara satu dengan lainnya. 

Namun salah satu faktor yang menjadikan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum ekstradisi pada tataran intcrnasional dan 
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. 1 menunjukkan kesamaan dan demikian juga keselarasan 
nas1on a  . 

1 Pengimplementasiannya adalah besarnya pengaruh 
da am 

h d t h 1 1 d · · · · 
k asasi roanusia ter a ap prana a u {Um e rntra 1s1 1111. 

�a
b gairn ana sudah diketahui, bahwa hak asasi manusia adalah 

e 
i:ersal dan keuniversalannya inilah y ang memcngaruhi pranata 

�n 
kum ekstradisi ini sehingga relatif sama dimana-mana. Dari 

.
0

i lain dapat pula dipandang bahwa kesamaan-kesamaan ini 
51:nunjukkan, bahwa pranata hukum ekstradisi ini sudah diakui 

:bagai hukum kebiasaan internasional meskipun tidak secara 

�eseluruhannya, sebab selalu ada kaidah hukum ekstradisi yang 

ba ru muncul dan mulai berkembang. 

Bahwa pranata hukum ekstradisi terdapat di dalam hukurn 

inter n asional maupun nasional, sekaligus menunjukkan bahwa 

sumber-sumber hukurn dalam arti forrn alny a juga terdapat di 

dal am hukum internasional dan nasional. Di dalam hukum 

internasional, sumber-sumber hukum dalam arti formal dari 

ekstradisi tersebut tidak jauh berbeda dengan sumber-sumber 

hukum internasional pada umumnya, seperti, perjanjian-perjanjian 
internasional, hukum kebiasaan internasional, pendapat para 
ahli, putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional, 
kcputusan atau resolusi organisasi internasional dan prinsip
prinsip hukum umum. Demikian juga dalam hukum nasional, 

peraturan perundang-undangan pidana nasional pada umumnya 

dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi 
pada khususny a adalah juga dapat dipandang sebagai sumber
sumber hukum nasional dalam arti formal dari ekstradisi tersebut. 
Masalah ini secara mendalam dibahas dalam Bab III, termasuk 
hubun gan antara keduanya. 

Sedangkan dalam Bab IV dibahas tentang asas-asas dari 

ckstradisi yang meliputi asas kejahatan ganda, asas kekhususan, 
asas tidak menyerahkan warganegara, asas tidak menycrahkan 
pelaku kejahatan politik, asas nelnon bis in idem, dan asas 
daluwarsa. Asas ini memang sudah melekat pada pranata hukum 
ekstradisi dan selalu dapat dijumpai di dalam perjanjian-perjanjian 
dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi 
meskipun formulasinya tidak persis sama, namun jiwa dan 
semangatnya tetap sama. Masing-masing asas tersebut memang 
tidak terlepas dari persoalan-persoalan praktis y ang timbul dan 
terjadi dalam praktek. Persoalan-persoalan praktek ini juga 
diungkapkan di dalam Bab IV ini disertai dengan contoh kasus 
baik nyata ataupun fiktif. 

Selanjutnya dalam Bab V dibahas kaidah-kaidah hukum 
materiil-substansial dari ekstradisi, khususnya kaidah-kaidah 
hukum materiil-substansial yang tidak tergolong sebagai asas 
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tetapi yang sudah lazim dijumpai di dalam perjanjian-perjanjian 
dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. 
Diantara demikian banyaknya kaidah-kaidah hukum ekstradisi 
tersebut, ada yang sudah dapat digolongkan sebagai kaidah yang 
sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan ada pula yang 
baru pada tahap pertumbuhan dan perkembangan karena baru 
beberapa tahun belakangan saja mulai dicantumkan di dalam 
perjanjian-perjanjian ekstradisi. Kaidah-kaidah hukum semacam 
inipun jumlah dan macamnya semakin bertambah dari tahun ke 
tahun. Hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa pranata hukum 
ekstradisi ini terus berkembang. 

Sedangkan kaidah-kaidah hukum formal -proseduralnya dibahas 
dalam Bab VI. Oleh karena ekstradisi menyangkut dua pihak 
(negara-peminta dan negara-diminta) maka masalah prosedur 
memainkan peranan penting. Tegasnya, bagaimana prosedur yang 
harusditempuholehnegara-pemintadalammengajukanpermintaan 
untuk pengekstradisian orang yang diminta kepada negara
diminta, prosedur pemberitahuan dari negara-diminta kepada 
negara- peminta bahwa permintaan negara-peminta dikabulkan 
ataupun ditolak oleh negara-diminta, apabila pcrmintaan negara
peminta dikabulkan oleh negara-di minta, bagaimana prosedur 
penangkapan dan penahanan orang yang diminta jika memang 
orang yang diminta itu perlu ditangkap dan ditahan oleh negara
diminta, dan akhirnya tentang prosedur penyerahan orang yang 
diminta itu sendiri oleh negara-diminta kepada negara-peminta. 
Tentang kaidah-kaidah hukum formal-prosedural ini memang kini 
sudah menjadi kaidah hukum yang sudah baku dan relatif sama 
substansinya di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi. 

Sa tu masalah pokok dalam hukum pidana dan hak asasi manusia 
adalah tentang hukuman ma, ti (capital punishment, death penalty) 

yang dari dahulu hingga kini masih menjadi isu kontroversial di 
dunia ini. Masalah hukuman mati inipun masuk ke dalam pranata 
hukum ekstradisi, terutama oleh para penganut kontra hukuman 
ma ti. Pada dasarnya, orang yang diminta dihindarkan dari ancaman 
ataupun pcnjatuhan hukuman mati dari negara-pe minta. Namun 
dalam prakteknya, ternyata banyak menimbulkan masalah yang 
sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukuman 
mati ini di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi. Masalah ini 
sccara khusus di bahas dalam Bab VII, diawali dengan sejarah dan 
perkembangan dari hukuman ma ti di dalam hukum pidana nasional 
negara-negara, pro kontra terhadap hukuman mati, masulmya 
kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ke dalam pranata 
hukum ekstradisi serta pelbagai masalah yang ditumbulkannya. 
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Masalah lain dalam pranata hukum ekstradisi yang tidak kalah 

k.rusialnya dari dahulu hingga kini adalah ten tang kejahatan politik 

(political offence, political crime). Di dalam sistem hukum nasional, 

ten tang kejahatan politik ini m ungkin tidak begitu menjadi persoalan 

sebab negara memiliki otoritas tunggal untuk m enentukannya 
apalagi di dalam negara dengan sistem pemerintahan yang absolut

otoriter, walaupun tetap terbuka kemungkinan timbulnya pro dan 

kontra. Sedangkan di dalam sistem hukum internasional, kejahatan 
politik ini selamanya akan m erupakan isu krusial dan kontroversial 
sebab sistem hukum dan politik m asing-masing negara di dunia ini 

tidaklah sama. Hal ini sangat mempengaruhi negara-negara dalam 
menentukan apakah suatu kejahatan yang dijadikan alasan untuk 
mem inta pcngekstradisian seorang pelaku kejahatan m erupakan 
kejahatan politik ataukah tidak. Pengertian dan interpretasi m asing
masing negara tentang suatu kejahatan sebagai kcjahatan politik 
ataukah tidak, seringkali berbeda bahkan bertentangan antara satu 
dengan lainnya. Sebagai akibatnya, dalam pengimplem cntasiannya 
akan m enimbulkan pelbagai m asalah yang tidak m udah dalam 
pemecahannya. Tentang kejahatan politik ini sejak dahulu hingga 
kini sudah m endapat tempat pengaturan yang pasti di dalam 
pranata hukum ekstradisi bahkan sudah diakui sebagai salah satu 
asasnya yang sangat penting. Dalam Bab VIII dari buku ini, secara 
khusus dan m endalam dibahas tentang kejahatan politik dengan 
segala permasalahannya. 

Aspek lain yang terkait dengan masalah ekstradisi adalah tentang 
kewarganegaraan dari seorang pelaku kejahatan. Hal ini berkaitan 
dengan hubungan antara orang yang bersangkutan dengan negarn 
dim ana dia berkewarganegaraan, khususnya mengenai adanya hak 

setiap warganegara untuk mendapat perlindungan dari negaranya dan 
sebaliknya kewajiban setiap negara untuk melindungi warganegara
nya dimanapun berada. Namun demikian, hak dan kewajiban secara 
timbal balik ini bukanlah suatu hubungan yang tanpa pembatasan 
berdasarkan hukum. Dalam pranata hukum ekstradisi, negara
diminta memang diberikan hak untuk m enolak permintaan dari 
negara-peminta apabila orang yang diminta adalah warganegaranya 
sendiri. Bagaimana halnya jika orang yang bersangku tan kemudian 
mengganti kewarganegaraannya, dari semula berkewarganegaraan 
negara-peminta ataupun negara ketiga m enj adi berkewarganegaraan 
negara-diminta. Dalam hubungannya dengan ekstradisi, m asalah ini 
culrnp banyak menimbulkan persoalan lanjutan. Pem aparan secara 
lebih mendalam ten tang kewarganegaraan seorang pelaku kejahatan 
dalam pranata hukum ekstradisi dibahas dalam Bab IX. 

Selanjutnya dalam Bab X dibahas tentang wilayah negara 
sebagai tempat terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tentang 




